BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KI\IIBCI)’UTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
MOR : 800/ 2|2 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR. 440 /431 /Kpts/BPT-PS/2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2014 - 2017

@
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara
terus menerus berusaha meningkatkan kualitas

lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan
potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh
potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi
Kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman

dan sehat bagi warganya ;

meningkatkan  koordinasi dan

b. bahwa dalam rangka
Forum Kabupaten

kelancaran pelaksanaan Pembinaan
Sehat Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan

Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun
2014- 2017 dikarenakan terjadi perubahan Organisasi 5
Perangkat Daerah dan beberapa Anggota pindah tugas; B : £

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1
a huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan hv’_é

Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. b
440/431/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir

Selatan Periode Tahun 2014 - 2017;

pad

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 295 Jis
Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

Mengingat : 1.

Negara
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Und
ang -
Negara . U2N€  Nomo
Fe : T 58 Tahu
Tambah Publik Indonesia Tahul:1 1915(.385 BNL;J::ﬂbalfgg‘

an Lemp
ar
1643); an  Negara Republik Indonesia Nomor

Undang —
penyaklg't I\l/fendalng Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Tahun 199r)nu ar (Lembaran Negara Republik Indonesia
B : 2 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 3469);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4377);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Tahun 2004 tentang

Undang - Undang Nomor 33
tah Pusat dan

Perimbangan Keuangan Antara Pemerin
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran ‘
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3

5059);

Undang - Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ;
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Undang - Undang
Indonesia

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);
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Pemeﬁntah Nomor
ditibax i 55187) sebagaimana telah
\ r
Undan : ahun 2015 i dengan Undang-Undang
- gUndang X ang Perubahan Kedua Atas
I emel‘intahan i ‘omor 23 Tahun 2014 tentang
Indonesia TaBlE Z’(;‘h.‘ ( Lembaran Negara Republik
15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Ne ar .
gara Republik Indonesia Nomor 5679);

Tahun 2014 tentang

Undang - Undang Nomor 30
Negara Republik

;\Ciimmistrasi Pemerintahan ( Lembaran
ndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
(Lembaran Negara

Penanggulangan Wabah Penyakit
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/
[X/1990 tentang Syarat — Syarat dan Pengawasan Kualitas

Air Bersih;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/
Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/

Kota Sehat; S

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 /Menkes/Per/
IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Kualitas Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 36/Menkes/Per | V1/ i
2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; &

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 /Menkes/SK/ o
VII/ 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan,;
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tentang pe teri Dalam Hegeri Nomor 80 Tahun 2015

22. K
: eputusan .
Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/
Analis Dampak

VHI/2001
tentang Ped P :
Kesehatan Lingkungan; g

23. K
HIePQUtusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/
/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan

Bangunan Umum:;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/
XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan

Lingkungan Puskesmas;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
Menjadi

259
Urusan Pemerintahan Yang

2008 tentang
) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
Pembentukan dan Susunan Perangkat

2016 tentang
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
60 Tahun 2016

AT

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

~ Menetapkan
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun

2014- 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
EDUA . Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas - tugas sebagai
berikut :

1. Memfasilitasi terbentuknya Forum Kabupaten Sehat;
dan

2. Melakukan pembinaan sesuai dengan tugas
dalam tatanan Kabupaten

S

tanggung jawab teknis

Sehat dan melakukan pemantauan, penilaian dan

evaluasi Kabupaten Sehat sesuai tugas dan
sebagaimana tercantum dalam

tanggung jawab
lampiran keputusan ini;
3. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten Sehat;
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Sesuaj ingie., PC2Ksanaan tat
S. Melak @%or pencapaian y
Persiapan
Penghargaan
Nagari Sehat:
6. Melaporkan
Selatan.

anan Kabupaten Sehat
ang ditetapkan:
dalam rangka

pemberian
Kabupaten Sehat,

Kecamatan Sehat dan

hasil kegiatan kepada Bupati Pesisir

ITIGA

Segala biaya yang timbul akib
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Program

Penyehatan Lingkungan kegiatan Pelaksanaan Forum
Kecamatan dan Kabupaten Sehat;

at ditetapkannya keputusan

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan [di Painan
Pada tangghl 24 Februari 2017

e
EY
Q' Ny
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Bupati Pesisir Selatan
Wakil Bupati Pesisir Selatan

Wakil Penanggung Jawab |
Wakil Penanggung Jawab II

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wakil Ketua |

|Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Wakii Ketua Il

|Pesisir Selatan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Sekretaris
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
|Selatan Afiggata
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
Kepala Umbmm E.Bmgmmb Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selatan. Anggota
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air An
- - - QS
Kepala _udbmw _umb.&&wmﬁ dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan gmm
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -
Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
Anggota

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
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Penelitian dan Ketua
3 = A i ial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah,
= Kepala Bidang Pemerintahan, w.o.m_
\!u Drs.ZUHARPEN Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan e ™ e
i Pesisir Se alkil
R wT.CZ ANDRA.SKM Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesi
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Sekretaris |
& u\ ADITIAWARMAN SH, MH Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
i isi e is II
_ A\ Hj.SYOFIANERI.SH Kepala Seksi kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Sekretari
AN PEMUKIMAN, . Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, o
SARANA DAN PRASARANA 1| HARRISONTAR, 5. Pr. M.si Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Angg,
hu\ Ir. FEBRIYANES, MT Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Arggota
3|DIGIAN BUDIMAN, ST hepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan pada Dinag Pekerjaan Umum dan Penatann Ruang Kabupaten
Pesisir Selatan n
! SUHERMAN SH 4 2

e
u mwstaﬂs.z. ST

= i Tjaan Umum dan
IRWANDI, ST { Air Minum dan Penyehatan Lingle, ngan i : et
. Kabupaten Pesisir Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Wﬂgm B e O
ANFEBRIANITA, st Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada p; Anggota
H,g P Soag " P Dl P




KEDUDUKAN
| DALAMTIM
6
aten Pesisir Anggota
\\\\\\\\\\\4 dustriant Kal7ag CIREREers e
T NAMA e
— : ota
(AWASAN NO ‘\‘\.\\\\u\\\\\.\l d pinas Noﬁm—‘&hr Angg
. dagangan PAC% TR
3 {epala Bidang Per
2 H S ~Coperasi, UMKM, Perdag Anggota
FIRDAUS.SH.M.Hum Selatan. da Dinas Kopera=
lW..m\\.\l\l\\\\\lu\\ Kepala Seksi Bina Pasar P2 = —"
; Msi al
13| HARDI DARMA PUTRA.SH.MSl | ge]atan. - Perencanaan Pangart, Sumber Mm g anaan Daerah, Anggota
| [Kepala SubBidang . dan Pengembanganl da Badan Perenc
— i P rah, Penelitian dan Wilayah Pada
14| NOVENDRI, S.8i, M.Si, MLL Perencanaan Daeralh, ~an Pengembangan Infrastruktur
I\l\l\\\\l\.\\ Kepala Sub Bidang Perencan: ir Selatan iy latan gﬂug
15| ANDI ASMARA, ST Penelitian dan Pengembang umber Daya Air Minum Kabupaten Pesisit Bee TR T
(e N 28 5 lolaan Sum isi
16| DEVITRA,S.St MM Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Penge Minum Kabupaten Pesisit Anggota
st : - da D
- ——————— |Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Rawa pada e SN
7 e e sese Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
. i Pantai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya
18/SUHERMAN.ST Kepala Seksi Sungai dan Pantai pa Kabupaten Pesisir
- ir Minum Kabupate Anggota
Kepala Seksi Drainase dan Rawa pada Dinas Pengelolaan Sumber Desia ?
ﬁ m\ RUDI ANWAR.ST Selatan 5
; Kepala Sub Bidang Perencenaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Anggota
\‘ML SOFIA DEWI, SE, M.Si Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
\ 21 \ YUSMARDI, M.Pd Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
KEHIDUPAN MASYARAKAT ; i
SEHAT YANG MANDIRI 1 |Dr.H.SATRIA WIBAWA.MPH Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan. Anggota
[
hm DAHSUHERMAN.SKM.MM Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
3 |SUMARDI,SKM Kepala Bidang Sumber D: i
N | P g Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
4 \ KADRIADI.SKM.MM Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberda aan M q
ﬁ \ Selatan 2 asyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
5 |ROSMALIL Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendali i Anggota
ﬁ Selatan 8 an Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
6 \ EFRIZAL.T,SKM Kepala Seksi Pencegahan dan P i
Kemehatans o ncegahan dan Pengendalian Penyalkit Tidak Meralar d : Anggota
paten Pesisir Selatan an Kesehatan Jiwa pada Dj
7 |ZAIDINA UMAR,SKM,MKM \ Kepala Seksi Surveilance dan Penanggul, =
pada Dinas Kesehatan Kal sulangan Masalah Akibat Ben: z Anggota
upaten Pesisir Selatan cana dan Kejadian ——]
8 |FITRIA YOMI SWADHARMA.SKM |k ; ¥ “as Blase)/Wabel fu v
epala Seksi Kesehatan Keluarga dan G;
T izi pada. Dinas Kesehatan Kby Anggota
ITRIA,S.FARM.APT Paten Pesisir Selatan,
10 [NOFRIADI.SKM. MM
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1

KAWASAN

1|
1sl

NAMA

,
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4
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KAWASAN KETAHANAN

/“w /rc_uz.../ HASDA SKM

i isi latan.
,/xnvm_x Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selal

l 12 />war.m,mow.mz,gwm

... . m.mr
Nav&mm.ambmmﬂmﬂ&ﬁmwﬁLmBHmbmomm&nmnvnnmnmmbmb m,mw.:.gwmwﬁ ﬁm&mUSNmoﬂ
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

/ 13 /Z»WEOZ.ME

/xnvam Bidang Pemberdayaan Kelembagaan ,Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

PANGAN DAN GIZJ

/xov&m Bidang tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan

Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

TQOE MASR], S.Pt

, 1 ’7. Hj. WIDYADARI
|2
3

Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir

fwowm»m?

fxdmr..). RDI, S.ST, MT

ﬂncﬁmwwambm?mwwnmbwwmhmbmnmb Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

+]

YASDI. Sp Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan
’ Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
5 |DESPITA IRAWATI. SP Kepala Seksi Bina usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas
3 Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabuparen Pesisir Selatan.
6 |YULAFRIZAL, SP ﬂwowm—m Seksi Pupuk,Pestisida dan Als;

Kahupaten Pesisir Selatan.

intan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

7 |ALFRIYENDRI, SP

Kepala Selksi Penyuluhan,Permodalan

8 |LIUSMAN,S.ST.Pi

dan Pembiayaan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
S |AGUSTINA RAHMADANI.SSt. MM Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
10 |[MARDONI,SE Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
11 |[FETMAWATI,SP Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
12 JARMAN,SP

Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

13 |ERLIZA DESILIANTI,SH.MH

Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

14 \Nmzu SUSANTILS.Pi.M.Si

Kepala Seksi Peng Aneka Ragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

N 15 \;‘M.MWU\:GUZU}

§.~m \ENQOZFMI

Kepala Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil Menen

gah pada Dinas Koperasi,
Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesj

|

17 \0>g>m UMANTRI.BSc

sir Selatan .
Kepala Seksi kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupat

ten Pesisir Selatan.

Kepala Seksi Ke amanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Koperasi pada Dinas Koperasij

—_—

Usaha Mikro Kecil Menengah,

]
wcmmrw g—.—qo wﬂﬂu..—.
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